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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang :

bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesa yang meindungi segenap bangsa
Indonesa dan sduruh tumpah darah Indonesa dan untuk memgukan kesgjahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosd;

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945
mengamanakan Pemerinteh mengusthekan dan menydenggarakan satu  dstem
pendidiken nasonal yang meningkatken kemanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa serta akhak mulia ddam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan undang-undang;

bahwa sgem pendidikan nasond harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu sarta rdevans dan efisens mangemen pendidikan
untuk menghadepi tantangan sesual dengan tuntutan perubahan  kehidupan lokd,
nesond, dan globd sehingga perlu dlakukan pembaharuan pendidikan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan;

bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
tidk memada lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesua dengan
amana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b, ¢, dan d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistemn Pendidikan Nasiond.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Pendidikan addlah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belgar dan
proses pembegaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potens dirinya
untuk memiliki  kekuatan soiritud  keagamean, pengenddian  diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Pendidikan nasond addah pendidikan yang berdasarkan Pancasla dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 yang berskar pada nila-nila
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agama, kebudayaan nasond Indonesa dan tanggap terhadep tuntutan perubahan
zaman.

Sgem pendidiken nesond addah kesduruhan komponen pendidiken yang sding
terkait secaraterpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nesond.

Pesarta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potens diri
melaui proses pembegaran yang tersedia pada jaur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

Tenaga kependidikan addah anggota masyarakat yang mengabdikan diri  dan
diangkat untuk menunjang penydenggaraan pendidikan.

Pendidik addah tenaga kependidikan yang berkudifikes sebaga guru, dosen,
konsdor, pamong begar, widyaisvara, tutor, indruktur, faslitator, dan sebutan lain
yang sesua dengan kekhususannya, sata berpatispas ddam  menyeenggarakan
pendidikan.

Jdur pendidiken addah wahana yang dildui peserta didik untuk mengembangkan
potens diri dalam suatu proses pendidikan yang sesual dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan addah tahgpan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang &kan dicgpa, dan kemampuan yang

dikembangkan.

Jenis  pendidikan adalah kedlompok yang didasarkan pada  kekhususan  tujuan
pendidikan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan addah kdompok layanan pendidiken yang menyeenggarakan

pendidikan pada jdur formd, nonformd, dan informa pada setigp jenjang dan jenis
pendidikan.

Pendidiken forma addah jdur pendidikan yang terdruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonforma adaah jaur pendidikan di luar pendidikan formd yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informa adaah jaur pendidikan kdluarga dan lingkungan.

Pendidikan anak usa dini addah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sgak lahir sampa dengan usa enam tahun yang dilakukan mddui  pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesigpan ddam memasuki pendidikan |ebih lanjut.
Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik
dan pembdgaannya menggunakan berbaga sumber bdgar mdaui  teknologi
komunikas, informad, dan medialain.

Pendidikan berbass masyarakat addah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
kekhasan agama, sosd, budaya, aspiras, dan potens masyarakat sebagal perwujudan
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Standar nasiond pendidikan addah kriteria minima tentang Sstem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wgib bdga addah progran pendidikan minimad yang harus diikuti oleh Warga
Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kurikulum addah seperangkat rencana dan pengaturan mengena tujuan, is, dan
bahan pdgaran sata caa yang digunakan sebagal pedoman  penyelenggaraan
kegiatan pembegaran untuk mencapa tujuan pendidikan tertentu.

Pembelgaran addah proses interaks peserta didik dengan pendidik dan sumber
belgar pada suatu lingkungan belgar.

Evduas pendidikan addah kegiatan pengenddian, penjaminan, dan penetgpan mutu
pendidikan terhadap berbagar komponen pendidikan pada setigp jdur, jenjang, dan
jenis pendidikan sebagal bentuk pertanggungjawaban penyd enggaraan pendidikan.
Akredites addah kegiatan penilaan kedlayakan program dadam satuan pendidikan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sumber daya pendidiken addah segda sesuatu  yang  dipergunakan  ddam
penyelenggaraan pendidikan yang mdiputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,
sarana, dan prasarana.

Dewan pendidikan addah lembaga mandiri yang beranggotakan berbaga  unsur
masyarakat yang peduli pendidikan.



25. Komite sekoldvmadrassh addah lembaga mandiri  yang beranggotakan orang
tualwali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

26. Warga negara addah Warga Negara Indonesia baik yang tinggd di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesa maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia

27. Masyarekat addah kdompok Warga Negara Indonesa nonpemerintah  yang
mempunya perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah Daerah addah Pemerintah Proping, Pemerinteh Kabupaten, atau
Pemerintah Kota

30. Menteri addah menteri yang bertanggung jawab daam bidang pendidikan nasond.

BAB Il
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2
Pendidikan nasiond berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasad 3
Pendidikan nasond berfungs mengembangkan kemampuan dan membentuk watek serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potens pesarta didk agar menjadi manusa yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

BAB Il
PRINSIP PENY ELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pesd 4

(1) Pendidikan disdenggarakan secara demokratis dan  berkeadilan  serta  tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hek asas manuda, nila keagamaen, nila
kulturd, dan kemgemukan bangsa.

(2) Pendidikan disdenggarakan sebaga sau kesatuan yang Sstemik dengan sstem
terbuka dan multimakna

(3) Pendidikan disdenggarakan sebagal suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
pesarta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan disdenggarakan dengan memberi ketdladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelgaran.

(5) Pendidiken disdenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidiken disdenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat
medui pean sata ddan  penydenggaaan dan  pengenddian  mutu  layanan
pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewgjiban Warga Negara

Pasa 5
(1) Setigp warga negara mempunya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu.



(2) Warga negara yang memiliki kdainan figk, emosond, mentd, intdektud, daatau
sogd berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil aau terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potens kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setigp warga negara berhak mendapat  kesempatan  meningkatkan  pendidikan
Sepanjang hayat.

Pasd 6
(1) Sdigp warga negara yang berusa tujuh sampa dengan lima bedas tahun wgib
mengikuti pendidikan dasar.
(2) Sdtigp warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyeenggaraan
pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewgjiban Orang Tua

Pasa 7
(1) Orang tua berhak berperan serta ddam memilih satuan pendidikan dan memperoleh
informas tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wagjib belgar, berkewgiban memberikan pendidikan dasar
kepada anaknya

Bagian Ketiga
Hak dan Kewgjiban Masyarakat

Pasd 8
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evauas program pendidikan.

Pasa 9
Masyarekat berkewgiban memberikan dukungan sumber daya ddam penyeenggaraan
pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewgjiban Pemerintah
dan Pemerintah Daerah

Pasa 10
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawas penyeenggaraan pendidikan sesua dengan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 11
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah waib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin tersdenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setigp warga negara tanpa
diskriminas.
(2) Pemerinteh dan Pemeinteh Daerah wagib menjamin  tersedianya dana guna
tersdenggaranya pendidikan bagi setigp warga negara yang berusa tujuh sampa
dengan lima belas tahun.



BABV
PESERTA DIDIK

Pasal 12
(1) Setigp pesertadidik pada setigp satuan pendidikan berhak :

a. mendgpatkan pendidikan agama sesua dengan agama yang dianutnya dan
digarkan oleh pendidik yang seegama;

b. mendgpatkan pelayanan pendidikan sesua  dengan  bakat, minat, dan
kemampuannya;

c. mendapatkan beasswa bagi yang berprestas yang orang tuanya tidek mampu
membiaya pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu
membiaya pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan padajaur dan satuan pendidikan lain yang setarg;

f. menydesakan program pendidikan sesua dengan kecepatan begar masing-
masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap pesertadidik berkewgjiban :

a menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin  keberlangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penydenggaraan pendidikan, kecudi bagi peserta didik
yang dibebaskan dari kewgjiban terscbut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada sauan pendidikan yang
disdenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewgiban peserta didik sebagamana dimaksud ddam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
(1) Hur pendidikan terdiri aas pendidikan forma, nonformd, dan informa yang dapa
sding meengkapi dan memperkaya.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) disdenggarakan dengan sstem
terbuka melaui tatap muka dan/atau meldui jarak jauh.

Pasal 14
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

Pasa 15
Jenis  pendidikan mencakup pendidikan umum, keguruan, akademik, profes, vokad,
keagamaan, dan khusus.

Pasal 16
Jdur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan daam bentuk satuan pendidikan
yang disdenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ataul masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 17
(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidiken yang meandas jenjang pendidikan
menengah.



(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau
bentuk lain yang sedergat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sedergjat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat
(2) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri aas pendidikan menengah umum dan  pendidikan
menengah kejuruan

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kguruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kguruan (MAK),
atau bentuk lain yang sedergjat.

(4) Ketentuan mengenal pendidikan menengah sebagaimana dimeksud ddam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 19
(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesdis, dan doktor yang
disdenggarakan oleh perguruan tinggi.
(2) Pendidikan tinggi disdlenggarakan dengan sstemterbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, inditut, atau
universtas.

(2) Perguruan  tinggi  berkewgiban menydenggarakan  pendidikan, penditian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dagpat menydenggarakan program akademik, profes, dan/atau
vokas.

(4) Ketentuan mengenai  perguruan tinggi sebagaimana dimeksud ddam ayat (1), aya
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak
menyedenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gdar akademik,
profed, atau vokad sesua dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisas, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan
tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profed, atau vokas.

(3) Gea akademik, profed, aau vokas hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan
tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profes, atau vokas.

(4) Penggunaan gelar akademik, profes, atau vokas lulusan perguruan tinggi hanya
dibenarkan ddam bentuk dan dngkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang
bersangkutan.

(5) Penydenggara pendidikan yang tidek memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1) aau penydenggara pendidikan bukan perguruan tinggi
yang melakukan tindakan sebagaimana dimeksud ddam ayat (2) dikengkan sanks
adminigratif berupa penutupan penye enggaraan pendidikan.

(6) Gdar @akademik, profes, aau vokas yang dkeuarkan oleh penydenggara
pendidikan yang tidek sesua dengan ketentuan sebagaimana dimeksud ddam ayat
(1) aau penydenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagamana
dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.



(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profes, aau vokas sebagamana dimaksud
dadam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22
Univerdtas, inditut, dan sekolah tinggi yang memiliki  program  doktor  berhak
memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setigp individu yang
layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasajasa yang luar biasa ddam bidang
ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23
(1) Pada universtas, inditut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor
sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan sdama yang bersangkutan
masih aktif bekerja sebaga pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

(1) Ddam penydenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada
perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta
otonomi kellmuan.

(2) Perguruen tinggi memiliki otonomi  untuk mengelola sendiri  lembaganya  sebega
pusat penydenggaraan pendidikan tinggi, penditian ilmiah, dan pengabdian kepada
masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dai  masyarakat  yang
penge olaannya dilakukan berdasarkan pringp akuntahilitas publik.

(4) Ketentuan mengena  penydenggaraan  pendidikan  tinggi  sebagaimana  dimaksud
daam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetgpkan persyaratan  kelulusan  untuk  mendgpatkan  gelar
akademik, profes, atau vokad.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang kaya ilmiahnya digunekan untuk memperoleh gdar
akademik, profed, atau vokas terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profes,
aau vokas sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dan aya (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kdima
Pendidikan Nonformal

Pasal 26

(1) Pendidiken nonforma disdenggarekan bagi warga masyarekat yang memerlukan
layanan pendidikan yang berfungs sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap
pendidikan forma dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidiken nonforma befungs mengembangkan potens peserta didik  dengan
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan  keterampilan  fungsond serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesond.

(3) Pendidikan nonforma mdiputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usa
dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan
kesksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,
sata pendidikan lan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik.

(4) Sauan pendidikan nonforma terdiri aas lembaga kursus, lembaga peatihan,
kelompok begar, pusat kegiatan belgar masyarakat, dan mgdis taklim, serta satuan
pendidikan yang sgenis.

(5) Kursus dan pdatinan disdenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan beka
pengetahuan, keterampilan, kecakgpan hidup, dan skap untuk mengembangkan diri,



mengembangkan profes, bekerja, ussha mandiri, dan/atau meanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasl pendidikan nonforma depat diharga setara dengan hasil program  pendidikan
formad setdlah mddui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh
Pemerintah atau Pemeinteh Dagrah dengan mengacu pada standar  nasiond
pendidikan.

(7) Ketentuan mengenal  penyelenggaraan  pendidikan nonforma  sebagaimana  dimaksud
ddam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan Informd

Pasal 27

(1) Kegiagan pendidiken informd yang dilakukan olen keduarga dan lingkungan
berbentuk kegiatan belgar secaramandiri.

(2) Hasll pendidikan sebagaimana dimeksud ddam aya (1) diskui sama dengan
pendidikan forma dan nonformad satdah pesarta didik lulus ujian sesua  dengan
gandar nasiond pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai  pengekuan hasil  pendidiken informa sebagaimana  dimaksud
daam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak UsaDini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usiadini disdenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak uda dini dapat disdenggarakan mddui jaur pendidikan formd,
nonformal, darv/atau informal.

(3) Pendidiken anak uda dini pada jaur pendidikan formd berbentuk Taman Kanak-
kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sedergjat.

(4) Pendidikean anak usa dini pada jaur pendidikan nonformal berbentuk Keompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), aau bentuk lain yang sedergat.

(5) Pendidikan anak uda dini pada jdur pendidiken informa berbentuk pendidikan
keluarga atau pendidikan yang disdenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak uda dini sebagamana dimeksud ddam aya
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keddlapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1) Pendidiken kedinasan merupakan pendidikan profes yang disdenggarakan oleh
departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidiken kedinasan berfungs meningkatkan kemampuan dan keterampilan ddam
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegava dan cdon pegawa negeri  suatu
departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidiken kedinasan disdenggarakan mddui  jdur pendidiken formd dan
nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Bagian Kesembilan
Pendidikan K eagamaan

Pasal 30

(1) Pendidiken keagamaan disdenggarakan oleh Pemerintah dan/atau  kelompok
masyarakat dari pemeluk agama, sesua dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Pendidikean keagamaan berfungs mempersgpkan peserta didik menjadi  anggota
masyaaka yang memahami dan mengamdkan nila-nila gaan agamanya davaau
menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat disdenggarakan pada jaur pendidikan formad,
nonformd, dan informd.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhga
samanera, dan bentuk lain yang sgenis.

(5) Ketentuan mengenal  pendidikan keagamaan sebagaimana dimeksud daam ayat (1),
aya (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh dapat disdenggarakan pada semua jaur, jenjang, dan jenis
pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungs memberikan layanan pendidikan kepada kelompok
masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka ataureguler.

(3) Pendidikan jarak jauh disdenggarakan ddam berbagai bentuk, modus, dan cakupan
yang didukung oleh sarana dan layanan begar serta sgem penilaan yang menjamin
mutu lulusan sesual dengan standar nasiond pendidikan.

(4) Ketentuan mengena  penydenggaraan pendidikan jarak jauh sebagamana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebdlas
Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidiken bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dadam mengikuti proses pembegaran karena keanan fisk, emosond,
mentd, sogd, dan/atau memiliki potens kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidiken layanan khusus merupakan pendidiken bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbeakang, maesyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengaami
bencana alam, bencana sosid, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengena  pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesa sebaga Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar ddam
pendidikan nasiond.

(2) Bahasa dagrah dapat digunakan sebaga bahasa pengantar dalam tahap awa
pendidiken apabila diperlukan ddam penyampaan pengetahuan  dan/atau
keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebaga bahasa pengantar pada satuan pendidikan
tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.



BAB VIII
WAJB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setigp warga negara yang berusa 6 (enam) tahun dgpat mengikuti program wgib
belgar.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersdenggaranya wgjib begar minima
pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Waib bdgar merupakan tanggung jawab negara yang disdenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wagjib belgar sebagamana dimeksud ddam aya (1), aya (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Standar nasond pendidikan terdiri atas Standar id, proses, kompetens lulusan,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkaa.

(2) Standar nasond pendidiken digunakan sebaga acuan pengembangan  kurikulum,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan sandar nasional  pendidikan serta  pemantauan dan  pelaporan
pencgpaiannya secara nasiona dilaksanakan oleh suatu  badan dandardisas,
penjaminan, dan pengendaian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenal standar nasiona pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KURIKULUM

Pasal 36

(1) Pengembangan  kurikulum  dilakukan dengan mengacu pada dandar nasiond
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasond.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan pringp
diversfikas sesual dengan satuan pendidikan, potens daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesua dengan jenjang pendidikan daam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesa dengan memperhatikan :

peningkatan iman dan takwa;

peningkatan akhlak mulig;

peningkatan potens, kecerdasan, dan minat peserta didik;

keragaman potens daerah dan lingkungan;

tuntutan pembangunan daerah dan nasiond;

tuntutan duniakerja;

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

agama,

dinamika perkembangan globd; dan
J. persatuan nasiond dan nila-nila kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai  pengembangan  kurikulum  sebagaimana dimaksud dalam  ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 37
(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
b. pendidikan agama;
c. pendidikan kewarganegaraan;
d. bahasg;
e. maematika;



f.  ilmu pengetahuan dam;
g. ilmu pengetahuan sosd;
h. seni dan budaya;
i.  pendidikan jasmani dan olahraga;
J.  keterampilan/kguruan; dan
K. muatan lokd.
(2) Kurikulum pendidikan tinggi wgjib memuat :
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan; dan
C. bahasa
(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan
oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum  pendidikan dasr dan menengah dikembangkan sesua  dengan
rdevananya oleh sdigp kdompok aau satuan  pendidkan  dan  komite
sekolah/madrasah di bawah koordines dan supervis dinas pendidikan atau kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsg untuk
pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidiken tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
dengan mengacu pada standar nasiond pendidikan untuk setigp program studi.

(4) Kerangka dasar dan druktur  kurikulum pendidikan tinggi  dikembangkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada dandar nasiond
pendidikan untuk setigp program studi.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga  kependidikan  bertugas  meaksanakan  adminidtras,  pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan peayanan teknis untuk menunjang proses
pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesond yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan  proses  pembegaran, menila  hasl pembedgaan, mdakukan
pembimbingan dan peddihan, sata meakukan penditian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
penghasilan dan jaminan kesg ahteraan sosd yang pantas dan memada;
penghargaan sesuai dengan tugas dan prestas kerja;
pembinaan karier sesual dengan tuntutan pengembangan kuditas,
perlindungan hukum dadam meaksanakan tugas dan hek atas hasl kekayaan
intelektual; dan
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fadlitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pel aksanaan tugas.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,  kretif,
dinamis, dan didogis,
b. mempunya komitmen secara profesond untuk meningkatkan mutu pendidikan;
dan
c. memberi tdadan dan menjaga nama bak lembaga, profes, dan kedudukan sesual
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

ooow



Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur
oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formdl.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Dagrah wgib memfaslitas satuan pendidikan dengan
pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin tersdenggaranya
pendidikan yang bermutu.

(4) Ketentuan mengenal pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dadam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kudifikes minimum dan satifikes sesua dengan jenjang
kewenangan menggar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasond.

(2) Pendidik untuk pendidikan forma pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi diheslkan oleh perguruan tinggi
yang terakredites.

(3) Ketentuan mengenal  kudifikas pendidik sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Promos dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidiken dilakukan
berdasarkan latar belakang pendidikan, pengdaman, kemampuan, dan prestas kerja
dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikes pendidik disgenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki - program
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditas.

(3) Ketentuan mengenal  promos, penghargaan, dan sertifikas  pendidik  sebagaimana
dimeksud ddam aya (1) dan aya (2) diaur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasa 44

(1) Pemerinteh dan Pemerintah Dagrah wagib membina dan mengembangkan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan yang disdenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

(2) Penydenggara  pendidkan oeh  masyarakat  berkewgiban  membina  dan
mengembangkan  tenaga  kependidikan  pada satuan  pendidiken  yang
disdenggarakannya.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Dagrah wagib membantu pembinaan dan pengembangan
tenaga kependidikan pada sauan pendidiken forma yang disdenggarakan oleh
masyarakat.

BAB XiIlI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45
(1) Setigp satuan pendidikan forma dan nonforma menyedisken sarana dan prasarana
yang memenuhi keperluan pendidikan sesua dengan pertumbuhan dan perkembangan
potens fisk, kecerdasan intelektud, sosd, emosiond, dan kejiwaan peserta didik.
(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan
pendidikan sebagamana dimeksud ddam aya (1) diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.



BAB XIlII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemeintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidiken sebagaimana diatur ddam Pasd 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenal  tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prindp keadilan, kecukupan,
dan keberlanjutan.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada
sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenal  sumber pendanaan pendidikean sebagaimana dimaksud dadam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengedlolaan Dana Pendidikan

Pasal 48
(1) Pengdolaan dana pendidikan berdasarkan pada prindp keadilan, efiseng,
transparand, dan akuntabilitas publik.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimeksud ddam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengal okasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan sdain ggi pendidik dan biaya pendidikan kedinasan didokasikan
minima 20% dai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor
pendidikan dan minima 20% dai Anggaan Pendapatan dan Beanja Daerah
(APBD).

(2) Ggi guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah didokaskan ddam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Dagrah untuk satuan pendidikan
diberikan ddam bentuk hibah sesua dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk
hibah sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai  pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimeksud daam
aya (1), aya (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.



BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sstem pendidikan nasiona merupakan tanggung jawab Menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasona dan sandar nasona pendidikan untuk
menjamin mutu pendidikan nasond.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Dagrah menydenggarakan sekurang-kurangnya satu
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi
satuan pendidikan yang bertaraf internasiondl.

(4) Pemerintah Daerah Propind melakukan koordines atas penyeenggaraan pendidikan,
pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fadlitas penyelenggaraan
pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan
menengah.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengeola pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
Serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki  otonomi ddam mengdola
pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengena  pengelolaan pendidikan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), aya (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengdolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah  dilaksanekan berdasarkan dandar pdayanan minimd  dengan  pringp
mangemen berbas's sekolah/madrasah.

(2) Pengdolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsp  otonomi,
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluad yang trangparan.

(3) Keentuan mengena pengdolaan satuan pendidikan sebagamana dimaksud dadam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52
(1) Pengdolaan satuan pendidikan nonformal  dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Dagerah, dan/atau masyarakat.
(2) Ketentuan mengena  pengelolaan  satuan  pendidikean  nonforma  sebagal-mana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penydenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didiriken oleh Pemerintah
atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidiken sebagamana dimeksud ddam aya (1) berfungs
memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpringp nirlaba
dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.



BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

(1) Peran sata masyarakat dadam pendidikan mdiputi peran serta  perseorangan,
kelompok, kduarga, organisas profed, pengusaha, dan organisas kemasyarakatan
dalam penye enggaraan dan pengenddian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebaga sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan.

(3) Ketentuan mengenal peran serta masyarakat sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbass masyarakat pada
pendidikan forma dan nonforma sesua dengan kekhasan agama, lingkungan sosd,
dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penydenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan
kurikulum dan evaduas pendidikan, sata mangemen dan pendanaannya sesua
dengan standar nasond pendidikan.

(3) Dana penydenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat  bersumber  dari
penydlenggara, masyaraka, Pemeintah, Pemerinteh Daerah dan/atau sumber lain
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbass masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi
dana, dan sumber daya lan secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan mengenal peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud daam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan ddam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang médiputi
perencanaan, pengawasan, dan evduad program  pendidikan meadui  dewan
pendidikan dan komite sekolahVmadrasah.

(2) Dewan pendidikan sebaga lembaga mandiri  dibentuk dan  berperan  ddam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada
tingkat Nasond, Proping, dan Kabupaten/ Kota yang tidek mempunya hubungan
hirarkis.

(3) Komite sekolavmadrasah, sebagal lembaga mandiri, dibentuk dan berperan ddam
peningkatan mutu pelayanan dengan memberikean pertimbangan, aahan dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengena  pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolahVmadrasah
sebagaimana dimaksud daam ayat (1), aya (2), dan ayat (3) diaur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.



BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFHKAS

Bagian Kesatu
Evduas

Pasal 57
(1) Evaduas dilakukan ddam rangka pengenddian mutu pendidiken secara nasiond
sebagal  bentuk  akuntabilitas penydlenggara pendidikan  kepada  pihak-pihak  yang
berkepentingan.
(2) Evduas dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada
jdur forma dan nonformd untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58
(1) BEvduas hasl belgar peserta didik dilakukan olen pendidik untuk memantau proses,
kemagjuan, dan perbaikan has| belgar peserta didik secara berkesinambungan.
(2) Evduas peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh
lembaga mandiri secara berkaa, menyduruh, transparan, dan sstemik untuk menila
pencapaian standar nasond pendidikan.

Pasal 59
(1) Pemerintah dan Pemerintah Dagrah melakukan evaduas terhadgp pengdola, satuan,
jdur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2) Masyarakat dan/atau organisas profes dgpat membentuk lembaga yang mandiri
untuk melakukan evauas sebagaimana dimaksud daam Pasd 58.
(3) Ketentuan mengenal evauas sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan aya (2
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Akredites

Pasal 60

(1) Akreditas dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan sauan pendidikan
pada jaur pendidikan forma dan nonforma pada setigp jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akredites terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditas dilakukan atas dasar kriteriayang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenal akreditas sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Sertifikes

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifiket kompetens.

(2) ljazah diberikan kepada peserta didik sebaga pengekuan terhadap prestas belgar
dan/atau penydessian suaiu  jenjang  pendidiken setdlah  lulus  ujian  yang
disdlenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakredites.

(3) Setifikat kompetens diberikan oleh penydenggara pendidikan dan lembaga
pelaiihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagal pengakuan terhadap
kompetens untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetens  yang
disdlenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditas atau lembaga sertifikad.

(4) Ketentuan mengenal sertifikes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



BAB XVII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Setigp satuan pendidikan forma dan nonforma yang didirikan wagib memperoleh
izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Syarat-syaat untuk memperoleh izin meiputi i9 pendidiken, jumlah dan kudifikas
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan
pendidikan, Ssstem evaluas dan sartifikas, serta mangjemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah aau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenal pendirian satuan pendidikan sebagamana dimaksud ddam aya
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63
Saiuan  pendidiken yang didiriken dan disdenggarakan olen Perwakilan  Republik
Indonesiadi negaralain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII
PENY ELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64
Satuan pendidikan yang disdenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asng, dapat menggunakan
ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah
Republik Indonesia

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditas atau yang diakui di negaranya dapat
menydenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesa
Ssesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asng pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib
memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga
Negara Indonesia

(3) Penydenggaraan pendidikan asing wagib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesa dengan mengikutsertakan tenaga
pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidiken yang menggunakan Sstem pendidiken negara lan  yang
disdenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengena  penydenggaraan  pendidikan asng  sebagamana  dimaksud
ddam ayat (1), ayat (2), aya (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah
melakukan pengawasan atas penydenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan
jenis pendidikan sesua dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimeksud daam ayat (1) dilakukan dengan prinsp
transparang dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenal  pengawasan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisas, aau penyeenggara pendidikan yang memberikan ijazah,
sartifikat kompetens, gear akademik, profes, dan/ atau vokas tanpa hak dipidana
dengan pidana penjara pding lama sepulun tahun dan/atau pidana denda pding
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penydenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasd 21 ayat
(5) dan mash beroperas dipidana dengan pidana penjara paing lama sepuluh tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penydenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan
melanggar Pasd 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paing lama sepuluh
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penydenggara pendidikan jarak jauh yang tidek memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara pding lama
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 68

(1) Setigp orang yang membantu  memberikan ijazah, sartifikat kompetens, gdar
akademik, profed, dan/atau vokas dari satuan pendidikan yang tidek memenuhi
persyaratan dipidana dengan pidana penjara paing lama lima tahun darv/atau pidana
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

(2) Sdigp orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetens, gea  akademik,
profes, dan/atau vokas yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidek memenuhi
persyaaan dipidana dengan pidana penjara pding lama lima tahun dan/atau pidana
denda pding banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setigp orang yang menggunakan gda lulusan yang tidek sesua dengan bentuk dan
gngkaan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paing lama dua
tahun dan/atau pidana denda pding banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(4) Setigp orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak
sesua dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paing lama lima tahun dan/atau pidana denda pding banyak Rp 500.000.000,00
(limaratusjutarupiah).

Pasal 69

(1) Setigp orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetens, gda akademik,
profes, dan/atau vokas yang terbukti pasu dipidana dengan pidana penjara paling
lama lima tahun dan/atau pidana denda pding banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
jutarupiah).

(2) Sdtigp orang yang dengan sengga tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifiket
kompetens sebagaimana dimaksud ddam Pasd 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti
pasu dipidana dengan pidana penjara pading lama lima tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Pasal 70
Lulussn yang kaya ilmiah yang digunakannya untuk mendepatkan gedar akademik,
profed, atau vokas sebagaimana dimaksud ddam Pasa 25 ayat (2) terbukti merupakan
jiplakan dipidana dengan pidana penjara paing lama dua tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).



Pasa 71
Penydenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah aau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dadam Pasd 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paing lama sepulun tahun dan/atau pidana denda paing banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa 72
Penyedlenggara dan/atau satuan pendidikan forma yang pada ssat Undang-undang ini
diundangkan beum berbentuk badan hukum pendidikan sebagamana dimaksud dalam
Pasd 53 tetgp berlaku sampa dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur
badan hukum pendidikan.

Pasal 73
Pemerintah aau Pemerintah Daerah wagib memberikan izin pding lambat dua tahun
kepada satuan pendidikan formad yang telah berjdan pada saat Undang-undang ini
diundangkan beum memiliki izin.

Pasal 74
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan peaksanaan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisem Pendidikan Nasond (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat
diundangkannya Undang-undang ini mash tetgp berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk meaksanakan Undang-
undang ini harus disdesakan pding lambat dua tahun terhitung sgak berlakunya

Undang-undang ini.

Pasal 76
Pada ssat mula berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960
tentang Pengawasan Pendidikan dan Penggaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasond (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77
Undang-undang ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar sHigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Disahkan di Jakarta
padatanggd 8 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
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pada Tanggd 8 Juli 2003
SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
Bambang Kesowo

(Penjelasan ddam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)



